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IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/25IIMB/DPMPISP//OKfi ll /2O2O

: Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

: 1. Uudang-Undang Nomor 37 Tabun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan
KomerinB lrlu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kahupaten Ogan
llir Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang f,lomol' 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahi
3. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum dan Perumahan Ralgat Republik

[ndonesia Nomor 06/PRT/M /?017 tentang perubahan Peraturan Menteri
Pekeiaan Umum dau Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
05/PRT /M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah Ikbupaten Ogan Komering lrlu Timur Nomor 13 Tahun 2012
teoung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

5. Peraturan Daerah lGbupate Ogan Komering UIu Timur Nomor 6 lahun 2016
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lkbupaten Ogan
Komering Ulu Timu4

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2'fahun 2018
lentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering UIu Timur Nomor 6
fahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari tsupati
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

8. Perafuran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahon 2018 tentang
Perubahan atas Pentura Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
limur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retrihusi Izin
Mendirikan Bangunan (lMB).

MEMUTT'SKAN

enetapkan
IAMA : Metnberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. Drs BOIMIN, bertindak

dan atas nama SMP N 2 SEMENDAI,VAI TIMU& untuk bangurnn Sekolah. Luas
Bangunan A: 25 M2, B: 280 M', c: 189 M2, D: 6 M2, E: 126 M2, F: 60 M2, c: 125 M2, H:

126M2,1:231 M2, diatas tanah seluas: 16.800 M'?, dengan tokasi bangunan: Desa
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SURATIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Jalan Garis Sepadan Bangunan (GSB) :

a. Garis Sepadan Bangunan 16 M dari AS Jalan Negara
b. Garis Sepadan Bangunan 12,5 M dari AS Jalan Propinsi
c. Garis Sepadan Bangunan 9,5 M dari AS falan Kabupaten
d. Garis Sepadan Bangunan 6,5 M dari AS falan Desa
e. Garis Sepadan Bangunan 50 M dari AS Saluran Irigasi

3. Bahwa pernbangunan terscbut harus diatas
penguasanya diperoleh secara sah.

tanah milik sendiri atau yang

4. Bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran sesuai
dengan gambar yang disahkan.

5. Bahwa apabila bangunan tersebut ternyata menyimpang dan tidak sesuai dengan
maksud ketentuan angka 3 (tiga), malo pemilik bangunan harus bersedia
membongkar sebagian atau seluruhnya tanpa berhak menuntut ganti rugi dari
Pemerintah Daerah.

6. Bahwa semua bahan bangunan selama pelaksanaan harus diatur penempatannya
sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

7. Bahwa air cucuran atap bangunan tersebut tidak boleh iatuh dan atau mengganggu
/ merusak tanaman dan atau bangunan orang lain disekitarnya.

Bahwa kegiatan pembangunan harus mulai dikerjakan dalam iangka ruaktu paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Izin Mendirikan Bangunan (lMB)
diterbitkan. Apabila setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan, maka untuk proses
pembangunan lanjut harus tnengaiukan perpaniangan waktu dan apabila melewati
waktu 12 ( dua belas) bulan, maka harus diajukan Izin baru.

Proses administrasi perubahan perizinan rneliputi :

a. Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi
lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar
terbangun (as rulf drawings);

b. Perubahan rencana telimis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur,
struktur dan utilitas harus melalui pennohonan bam lMB; dan

c. Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses
permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan
gedung untuk penyelenggaraan IMB.

10. Pembekuan dan Pencabutan IMB:
(1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai clengan

dokumen IMB dikenakan sanki administratif ' berupa pembekuan dan
pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara
terpisah dalam Feraturan Daerah.

11. Bahwa apabila ketentuan 1s/d 10 diatas tidak dapat dipenuhi oleh yang
bersangkutan, maka lzin Mendirikan Bangunan (lMB) ini akan dicabut dan segala
bentuk kerugian dibebankan kepada yang bersangkutan.

12. Surat Izin Mendirikan Bangunan (lMB) ini berlaku sepanjang pemilik tidak
merubah jenis, bentuk ukuran serta peruntukannya.
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Bahwa apabila kegiatan pembangunan akan dimulai, terlebih dahulu harus
diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pinhl
Kabupaten OKU TIMUR.


